
Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

SENGKETA TANAHYANGTERJADlDALAMMASYARAKAT 
DITINJAU DARI SEGI HUKUMNYA DALAM 

PERKARAPERDATA 

(Studi Kasus Putusan No.531/Pdt.G/2013/PN.Mdn) 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir 
Perkuliahan Dalam Mendapatkan 

Gelar Sarjana Hukum 

OLEH 

JEFFRY SUTARNO 
NPM : 11.840.0012 

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MEDAN·AREA 

MEDAN 
2015 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

Judul Skripsi : SENGKETA TANAH YANG TERJADIDALAM 
MAS Y ARAKA T DITINJAU DARI SEGI HUKUMNY A 
DALAMPERKARAPERDATA 

Nama :JEFFRY SUT ARNO 

NPM : 11.840.0012 

F AKULTAS : HUKUM 

BIDANG STUDI : KEPERDATAAN 

Disetujui Oleh : 
Komisi Pembimbing 

(Ab7 oh Harabap, S.H., M.Kn.) 

Dekan 

Tanggal Lulus: 30 Juli 2015 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK 

SENGKETA TANAH YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT 
DITINJAU DARI SEGI HUKUMNY A DALAM 

PERKARA PERDATA 

( Studi Kasus Putusan No.531/Pdt.G/20 13/PN.Mdn) 

Oleb: 

JEFFRY SUTARNO 
NPM: 11.840.0012 

BIDANG HUKUM KEPERDAT AAN 

Sengketa tanah yang terjadi dimasyarakat itu sendiri sesungguhnya sudah 
ada sejak perbedaan kepentingan diantara manusia lainnya. sengketa tanah dapat 
kita jumpai dimana saja, tidak terkecuali di ind0nesia. Pembatasan masalah di 
dalam penulisan skripsi ini yaitu hanya membahas sengketa tanah yang terjadi 
didalam masyarakat dari segi perdata. Salah satu tujuan dalam penulisan skripsi 
ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi 
setiap mahasiswa yang menyelesaikan studinya. 

Sengketa perdata .. yang berkenaan dengan tanah an tar individu a tau 
masyarakat dengan badan hukum. Yang disengketakan beraneka ragam, baik 
yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau kerena perbuatan 
hukum yang dilakukan atas tanah. Sengketa perdata atas tanah dapat pula terjadi 
akibat perjanjian pengalihan hak atas tanah, misalnya dengan perjanjian jual-beli, 
sewa-menyewa, pewarisan dan sebagainya. 

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, 
Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. 
Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Lokasi 
penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus untuk memperoleh 
hasil putusan No.531/Pdt.G/2013/PN-Mdn. Waktu penelitian pada tanggal 1 
Maret s/d 15 April 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan 
tersier. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Prinsip penting yang harus dipegang 
oleh negara hukum dan te~jaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka. Arti merdeka di sini adalah bebas dari pengaruh kekuasaan lain saat 
menyelenggaraan peradilan guna Dalam Menjatuhkan suatu putusan terhadap 
sengketa tanah dan menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. 
pertimbangan penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat melalui 
musyawarah dan mufakat lebih ditekankan kepada untuk menjaga keharmonisan 
kelompok atau persatuan dan kesatuan bangsa, penyelesaian sengketa ini memiliki 
ragam bentuk misalkan mediasi dipandang lebih efektif sebagai alternatif 
penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak. 

Kata Kunci : Sengketa, Tanah, Masyarakat, Menurut Perkara Perdata. 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATAPENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah "SENGKETA TANAH 

YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI 

HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA" (Studi Kasus Putusan 

No.531/Pdt.G/2013/PN.Mdn). 

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya 

kepada; 

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H., M.H. se laku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area. 

2. Bapak Zaini Munawir S.H., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai 

Sekretaris dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Suhatrizal S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. 

4. Bapak Abi Jumroh Harahap S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 11. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area. 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6. Rekan- rekan se~Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area 

Khususnya angkatan 20 11 . 

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Terima Kasih Kepada 

Kedua orang tua penulis atas nama Agus Ibnu Sutamo, S.H. & T. Fahleli yang 

telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis untuk dapat 

memberikan panutan kepada adik- adik penulis dan terus memberikan dorongan 

kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga 

kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan 

penulis. 

Demikian, atas segala budi baik semua piha~ sekali lagi saya ucapkan 

terima kasih yang sebesar - besarnya semoga kiranya mendapat Ridho dari 

ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang di pelajari penulis selama 

masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, 

Bangsa, dan Negara. 

Medan, 12 Mei 2015 

JEFFRY SUTARNO 
NPM ; 11.840.0012 

ii 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR lSI 

HAL 

ABSTRAK 

KAT A PENGANT AR ................... ............ .. ............... .. ... ...... ... ..... . 

DAFT AR lSI .. .... ....... ............ ............. ... ..... ......... ...... ..................... 111 

BAB. I PENDAHULUAN .................................... ... ....................... 1 

l.l.Latar Belakang .................................................................. . 

1.2.Identifikasi Masalah ........................................................... 9 

1.3.Pembatasan Masalah .............................. ...... ... ................... 9 

1.4.Perumusan Masalah........................................... ... ........ ...... 9 

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian ............ ... .... .. ... .. ..... ............ 10 

1.5 .1. Tujuan Penelitian.................... .. ...................... .. 10 

1.5 .2 . Manfaat Penelitian ............................................ 10 

BAB. II LANDASAN TEORI....................................................... I 1 

2.1. Uraian Teori .... .. .. .. ................ ........ ...... ... ...... ... ...... ... ... ..... . 11 

2.1. I. Pengertian Tanah Dalam Hukum Agraria ......... ll 

2.1.2. Sengketa Pertanahan .... .. ................................... 12 

2.1 .3. Hak MilikPenguasaanAtasTanah................. .. 17 

2.1 .4. Hak Tanggungan Atas Tanah ............................ 22 

2.1.5. Hapusnya Hak Tangcungan......... .. .................... 24 

2.1 .6. Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang- Undang 

Pokok Agraria ...... .... .............. .... ... ......... .......... 26 

Ill 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.2. Kerangka Pemikiran ................................ .. ..................... 29 

2.3. Hipotesa ................................................... ....................... 34 

BAB. ill METODE PENELITIAN .............................................. 36 

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .......................... 36 

3.1.1. Jenis Penelitian..................... .. . ..... .. . .. . .. .. .. ............ ... 36 

3.1.2. Sifat Penelitian ....................... .... .... .. .. ......... .. .......... 37 

3.1.3. Lokasi Penelitian .................... .. ... .... ...... ....... .. ......... 37 

3.1.4. Waktu Penelitian ...... ....................... .. ..... .. ...... .. ... .. .. 37 

3.2. Teknik Pengumpulan Data.. ............. ..... ...... ... .................... 38 

3.2.l.Data Primer ......... .... .. ... :........... .... .. ... .... .... .. ... .. .. ...... 38 

3.2.2.Data Sekunder ........... .... ... ........ .. .. ........ ....... ............. 38 

3.2.3.Data Tersier .... ........................ .. ...... .. ....................... 38 

3.3. Anal isis Data.. .. .... .. .. .. .......... ... ........ ...... .. ..... ....... .. ... .... ..... 39 

BAB. IV BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............. 40 

4.1. Hasil Penelitian ................................ .. ....... .. ... .. ................. 40 

4.1.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan 

Putusan Terhadap Sengketa Tanah 

Di Pengadilan Negeri .. ........................................ 40 

4.1.2. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa 

Tanah Di Pengadilan Negeri ..... .. .. .. ........ .. .......... 44 

iv 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4.2. Hasil Pembahasan......................... .......... ....... .................... 49 

4.2.1 . Tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan 

No.531/Pdt.G/2013/PN- Mdn.. .. ........ ......... .. ....... 49 

4.2.2. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Tanah Di Pengadilan Negeri .... ... .. .... ... ... ..... .... ... .. 56 

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN........................................ 60 

5.1. Kesimpulan ....................................................................... 60 

5.2. Saran................................................................................. 61 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMP IRAN 

v 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanah memiliki nilai tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk 

kacamata sosiologi, antropologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah merupakan 

tempat berdiam mencari nafkah, berketurunan, serta inenjalankan adat-istiadat dan 

ritus keagamaan. Dimata masyarakat tnidi:Sional tanah merupakan kediaman para 

dewa dan roh sehingga dengan senantiasa dipelihara dengan baik. 

Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan milik sosial 

akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun. Hal itu sudah dilakukan 

jauh sebelum kebudayaan terbentuk. Artinya, sudah demikian adanya sejak jaman 

purba. SeperH pada binatang, ada miluri pada manusia purba untuk 

mempertahankan wilayah kekuasaan yang sekarang kita kenai sebagai "teritori". 

Mereka sadai bahwa keberadaan te.fitori merupakan penentu kelangsungan hidup. 

Perangpun dilakukan untuk mengamankannya. 1 Tatkala kebudayaan terbentuk 

dan berkembang, perang demi perang tetap saja dilakukan manusia untuk 

mempertahankan dan memperluaskan teritori. 

Sebagai contoh kasus pembebasan tanah yang terjadi di Putat gede, 

Kecamatan Tandes di Surabaya yang melibatkan warga masyarakat, pemerintah 

kota surabaya, dan pengusaha. Sejarah perjuangan bangsa indonesia merupakan 

· bukti perjalanan panjang pencapaian tujuan hidup bangsa indonesia menuju 

1 Elza Syarief. 2014. Menuntaskan Sengketa Tanah Me/a/ui Pengadilan Khusus 
Pertanahan. KPG. Jakarta. Hal. 1-2. 

1 
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kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam proses 

mencapai ttijuan hidup tersebut, Bangsa lndonesia ·harus melewati beberapa rezim 

penjajahan, yang masing - masing dari rezim tersebut memiliki aturan dan 

· kehijakan yang · berbeda demi tercapainya tujuan penjajah yang · bersangkutan. 

Dimasa penjajahan itu pula, sumber daya alam Indonesia dipakai untuk 

kepentingan perijajah, termasuk didalamnya surriber daya tamih beserta semua 

kandungan alam yang melekat maupun diatasnya2
. 

Hukum tanah mengatur hubungan manus1a dengan tanah. Sebelum 

'berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria, nenek moyang bangsa indonesia 

sudah mempunyai aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan tanah. Saat 

· ltu, semua · befjalan baik dan kehidupan menjadi tentram · karena tldak ada 

pertentangan antara warga yang satu dengan yang lainnya, namun situasi itu 

berubah merijadi sebaliknya takkala masuknya para penjajah3
. 

Sejarah nusantara negeri yang sekarang bernama Indonesia adalah sejarah 

tanah Jajahan ." ltu tidak terpungkiri. ·sepeiti ga1ibnya tanah sejenis .dibeJahan· bumi 

lain, yang paling menderita adalah kaum jelata yang sebutan lainnya rakyat. 

Sampai sekarangpun, 66 tahun setelah Indonesia berstatus merdeka, kaum jelata 

masih saja menderita akibat jurang ketimpangan yang masih saja menganga. 

Sebelum koloniali sme belanda dimulai , yang berkuasa di negeri adalah para raja 

atau sultan. Kekuasaan mereka boleh dikatakan hampir mutlak. Sejarawan 

2 
Ibid, Him. 3 

3 Ibid, Him. 4 - 5. 

2 
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Onghokham4 menggambarkan dengan baik bagaimana kekuasaan para raja m1 

dijalankan dipulaujawa. 

·Para Raja punya kebiasaan untuk memecah C ~"~ah para abdinya. Tujuannya 

supaya masa sang abdi itu tidak terkonsentrasi. Pembangkangan atau kudetalah 

yang dikhawatirkan raja jika sampai masa seorang abdi dalem terkonsentrasi5
. 

Meski begitu, pembangkangan dan kudeta berdarah tetap saja terjadi. Sejarah 

kerajaan- kerajaan dipulau Jawa dlwarnai banyak tindakan seperti itu. 

Tetapi walaupun pengambilan tanahnya dapat dilakukan secara paksa, 

artinya tidak memei1ukan persettijuan yang berhak, jika tidak menyetujui imbalan 

yang ditawarkan, pihak yang tanahnya diambil berhak untuk mengajukan gugatan 

kepada.Pengadilan-Negeri.6 

Dalam kebijakan pemerintah Rl yang tercermin pada rencana program 

jangka parijang, jelas dipedukan suatu penyempurnaan sistem hukum dan produk 

hukum pertanahan, terutama yang mendukung peningkatan upaya penyelesaian 

sengketa pertanahan yang merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah terdahulu. 

Kebijakan politik pemerintah RI adalah menyatakan : 

l. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya 

m€rupakan · satu k€satuan · wilayah, · wadah, ruang lingkup, dan kesatuan 

matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa ( satu 

kesatuan politik ). 

4 
Sediono M.P. Tjondronegoro. 2004. dua abad penguasaan tanah pola penguasaan 

tanah pertanian dijawa dari mas a kemasa Gramedia. Jakarta. him. 92. 
5 Ibid, him. 92. 
6 Kompas, jum'at 24 September 2012. 

3 
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2. Bahwa kekayaan Wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah 

modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari - hari 

harus tersedia merata diseluruh wilayah tanah air. 

Sejak Undang - Undang Pokok Agraria berlaku, seperti kata kepala badan 

pertanahan nasional (BPN) Joyo Winoto, tidak ada lagi produk hukum baru 

dibidang pertanahan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum selama setengah 

. abad. Sementara disisi lain, sengketa tanah terus bertambah7
• 

Wajar bila perkara tanah terus bertambah di negeri kita. Penyebabnya 

kasat didepan mata : populasi indonesia teru .:; bertambah - biro pusat statistik pada 

agustus 2010 mengumumkan jumlahnya 237,5 juta sementara jumlah tanah 

praktis tak berubah. Penduduk yang membanyak dengan sendirinya membutuhkan 

tanah yang luas pu~a untuk bermacam keperluan. Permintaan yang tinggi tanpa 

diimbangi dengan pasokan yang setara niscaya hanya akan melahirkan krisis dan 

pergesekan. Sengketa, bentuk pergesekan tersebut. ltulah yang terjadi selama ini. 

Tanah sebagai karunia tuhan yang maha esa merupakan sumber daya alam yang 

sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang Jangsung 

untuk kebutuhan hidupnya sepert i untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, 

maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk perdagangan, industri , 

pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya8
. 

Di indonesia masalah sumber daya alam diatur dalam konstitusi sebagaimana 

terlihat dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini secara prinsip memberi 

landasan hukum bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung 

7 Ibid ,him 3 
8 Suardi. 2005 . Hukum Agraria. Badan Penerbit IB LAM. Jakarta. Him. I 
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didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besamya bagi 

kemakmuran rakyat.9 

Berdasarkan hal tersebut, maka negara selaku badan pengusaha atas bumi, 

air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya berwenang 

untuk mengatur dalam rangka mencapai sebesar - besamya kemakmuran rakyat 

indonesia. Maksud pasal2 ayat (1') Undang- Undang Pcikok Agraria (UUPA) 

adalah negara mempunyai kekuasaan mengatur tanah- tanah yang telah dimiliki 

seseorang atau badan htikum maupun tanah - tamih bebas yang beJum dimiliki 

seseorang atau badan hukum akan Jangsung dikuasai oleh negara. 10 

Undang - Undang Pokok Agraria selanjutnya menyatakan bahwa negara 

menerittikan macam - macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang 

maupun kepada badan hukum. Oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah 

akan terlepas dari hak penguasaan negara "karena kepeniingan nasional berada 

diatas kepentingan individu atau kelompok, meski itu bukan berarti bahwa 

kepentingan j·ndividu atau -kelompok oapat oikorbarikan begitu saja dengan a lasan 

untuk kepentingan umum. 

Undang - Undang Pokok Agraria adalah hukum tanah nasional yang 

berlaku di Negara -Republik Indonesia. Undang - Undang ini mengatur jeni s -

jenis hak atas tanah dalam aspek Perdata dan aspek Administrasi , yang berisi 

politik pertananan nasional, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan 

unifikasi hukum pertanahan di indonesia. Undang - Undang Pokok Agraria 

9 Bachtiar Effendie. 2003. kumpulan tulisan tentang hukum tanah. Alumni. Bandung. 
him. 2. 

10 ibid, hal. 3. 

5 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

merupakan hukum Agraria nasional yang di- saneer dari hukum adat. 11 Sebagai 

hukum tanah nasional, Undang - Undang Pokok Agraria merupakan peraturan 

dasar I pokok bagi ke - 44 aturan pelaksanaannya, baik yang berupa Undang -

undang maupun peraturan pemerintah. Dalam Undang - Undang Pokok Agraria 

terdapat unsur komunalistik religius konsepsi htikum pertamihan nasional yang 

diterapkan dalam lembaga hukum hak bangsa. Secara tidak langsung dikatakan 

bahwa lenibaga ·hukum ·Hak 13angsa memang tidak disebutkan dalam Undang -

Undang Pokok Agraria secara tegas sebagai salah satu bentuk hak penguasaan 

atas tamih. 

Kinerja lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa tanah 

sayangnya -belumlah optimal dibandingkan dengan jurrihih sengketa yang 

diajukan. Bahkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .. 

(inkracht van gewijsde) tersebut ternyata sebagian iidak dapat dieksekus"i; 

sehingga persengketaan berlanjut dan tanah sengketa manjadi terlantar karena 

status -htikum kepemilikananya belum jelas. 12 

Salah satu penyebab putusan - putusan tentang tanah tidak dapat 

dieksekusi adalah adanya beberapa produk putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap atas opjek tanah sengketa yang saling bertentangan. 

Penyebab lain adanya beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

pasti yang menetapkan beberapa kepemilikan atas satu objek tanah sengketa 

dengan pem-ilik yang berbeda - beda, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum 

atas status kepemilikan tanah tersebut yang sebenarnya. Belum adanya peraturan 

11 Boedi Harsono. 2002. J-Jukum Agraria Indonesia J-Jimpunan Peraturan - peraturan 
hukum tanah. Djambatan. Jakarta. 2002. him. 3. 

12 Kompas, qp.cit. 2012. 
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dalam penyelesaian sengketa pertanahan telah memberi peluang bagi spekulan 

tanah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 

Pokok bahasan dalam karya ini terdiri atas rupa - n'rya sengketa 

pertanahan dipaparkan disini, mulai dari yang lama hingga kontemporer. Yang 

pasti dari tahun - ketahun jumlah sengketa tanah meningkat di negeri ini dan 

sebagian besar perkara itu tanpa ujung yang jelas. Dian tara sekian banyak perkara 

itu yang serat dengan muatan kekerasan adalah aksi rakyat dalam 

mempertahankan apa yang mereka klaim sebagai milik mereka. 

Secara spesifik dipaparkan juga bahwa tidak seperti yang diamanatkan 

UUD 1945 dan Undang - Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, tanah sebagai 

salah satu bentuk kekayaan alam Indonesia sering sekali tidak menjadi berkah 

yang menyejahterakan rakyat. Malah, bisa terjadi sebaliknya. 

Dalam hal ini tanah mempunyai kedudukan penting bagi rakyat dan 

bangsa Indonesia karena merupakan satu - satunya kekayaan yang dalam keadaan 

apapun akan tetap keadaan sem ula. Suatu kenyataan bahwa tanah merupakan 

tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, dan 

merupakan tempat para warga yang meninggal dunia dikuburkan. 

Sengketa tanah dapat kita jumpai dimana saja, tidak terkecuali di 

Indonesia . Sengketa yang berhubungan dengan tanah ini senantiasa te.-us 

bertambah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah 13
. 

13 Boedi Harsono.2002. Op. Cit. Him. 16 
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Secara umum sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor - faktor 

beiikut: 

1. Peraturan yang belum lengkap. 

2. Ketidaksesuaian peraturan. 

3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah 

yang tersedla. 

4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap. 

5. Data tanah yang keliru. 

6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas nenyelesaikan sengketa 

tanab. 

7. Transaksi tanah yang keliru. 

-8. Ulah pemohon hak atau 

9. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih 

kewenangan. 

Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia 

sehingga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) lJUD 194-5 sebagai landasan konstitusi 

Negara RI. Dalam hai ini negera mempuyai hak penguasaan atas tanah Indonesia. 

Berdasarkan aturan tersebut negara herwenang untuk mengatur tentang hak - hak 

atas tanah dan melayani rakyat dibidang pertanahan. Kewenangan dibidang 

pertanaban tersebut dijalarikan oleh Bad<m Pertanahan Nasional yang mempunyai 

kantor pusat di Jakarta, kantor wilayah di setiap provinsi dan kantor - kantor di 

setiap kota provinsi. 
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1.2. ldentifikasi Masalah 

Dalam permasalahan ini, sengketa tanah yang terjadi di masyarakat yang 

timbul karena penggarapan tanah oleh rakyat umumnya terjadi atas tanah - tanah 

bekas hak eigendom yang berupa lahan kosong, kadangkala penggarap -

penggarap tersebut bekerjasama dengan pejabat - pejabat setempat untuk 

memberikan keterangan tentang keberadaan penggarap di atas tanah tersebut. 

Ada pun identifikasi masalah dalam penulisan irii adalah ; 

I. Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat 

atau di PengadiJan Negeri. 

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa 

tanah . 

3. Mengenai Kendala dalam Penyclesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan 

Negeri . 

1.3. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan dalam menyelesaikan 

Skripsi ini, batasan - batasan dalam Skripsi ini adalah hanya membahas Sengketa 

tanah yang terj adi didalam masyarakat dari segi Perdata saja. 

1.4. Perumusan Masalah 

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah Khususnya Skripsi, maka untuk 

mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang 

sesuai dengan judul yang diajukan. Jadi yang menjadi masalah- masalah pokok 

didalam skripsi ini adalah sebagai beiikut ; 

9 
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1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 

Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri ? 

2. Apa Kendalanya Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan 

Negeii? 

1.5. Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu 

tujuan penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu 

tujuan yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya. Dan sehubungan dengan 

penulisan skripsi ini adapun tujuan pokok penulisan skripsi sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Saijana Rtikum pada 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan 

kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan rnenyelesaikan studinya. 

2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplernentasikan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dida]am menga"ktualisasi diri terhadap suatu PenClidikan 

Tinggi, penelitian dan Pengabdian terhadap mesyarakat. 

1.5.2. Manfaat Peoelitiao. 

• ·sebagai masukan atas ketertarikan penulis untuk menambah pengetahuan 

penulis dibidang hukum Tanah, mengenai sengketa tanah yang terjadi di 

masyarakat, dalam proses hukum perkara perdata diperadilan umum . 

• Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum 

agar dapat mengetahui sengketa tanah yang terjadi di masyarakat, dalam 

proses hukum perkara perdata diperadilan umum. 

10 
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BABII 

LANDASAN TEORI 

2.1. Uraian Teori 

2;1.1. Pengertian Tana·h ·Dalam Uukum Agraria 

Pada umumnya sebutan tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang 

dlberikan atau dimiliki oleh seseorang, agar dapat dlnikmati manfaatnya, dan 

digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, makna yang dipunyai 

dengan "hak atas tanah adalan tamihnya, dalam arti btikan nanya sebagian tertentu 

d . k b . 14 an permu aan um1. 

Secara etimologi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia15 Tanah 

mempunyai banyak arti antara lain ; 

a. Tanah ada lah permukaan bumi atau lapisan bumi 

-b. Keadaan bumi di suatu tempat 

c. Permukaan bumi yang diberi batas 

d. Badan dari bumi (pasir, napal, cadas dan sebagainya). 

Berdasarkan pengertian etimologi diatas, kita dapat pahami bahwa tanah adalah 

permukaan bumi dengan segala kandungan atau bahan yang ada di dalamnya. 

Andi Hamzah memberikan pengertian tanah dengan mengacu pada 

pengertian agrana seperti yang telah diatur dalam Undang ....:undang Pokok 

Agraria. Pasal 1 aya t (4) dalam penjelasan umum menyatakan bahwa dalam pada 

14 Boedi Harsono. 2002. Op. Cit. him. 16. _ 
15 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, 2004. 1--llm. 61. 
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itu hanya permukaan bumi s~a yaitu yang disebut tanah yang dikuasai oleh 

seseorang. Jadi tanah adalah permukaan bumi. 16 

Makna permukaan bumi sebagai bagi "'n dari tanah yang dihaki oleh setiap 

orang atau badan -hukum.oleb karena itu hak - ha:k yang timbul di atas hak atas 

permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-

benda yang terdapat dlatasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan 

hukum yang dimaksud adaiah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-

asas yang berkaHan dengan bubungan antara tanah dengan tanaman dan -bangunan 

yang terdapat diatasnya. Menurut Boedi Harsooo, dalam hukum tanah :~egara -

negara dlpergunakan apa yang disebut asas accassie atau asas "perlekatan". 

Makna asas perlakatan yakni bahwa bangunan - bangunan dan benda - benda 

yang terdapat diatasnya merupakan satu -kesatuc.-n dengan tanah serta merupakan 

bagian dari tanah yang bersangkutan. Dengan demikian, yang termasuk 

pengertian atas tanah meliputi juga pemilik bangunan dan tanaman yang ada di 

atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain (Kitab Undang -

undang Hukum Perdata Pasa:I 500 dan 571 ). 17 

2.1.2. Sengketa Pertanahan 

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang penting, 

yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah 

mempunyai fungsi dalam rangka -integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar 

dalam rangka mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 

16 Suharningsih. 2009. Tanah Ter/antar Asas dan Pembahanwn Konsep Menuju 
Penertiban prestasi Pustaka. Him. 61. 

17 Supriadi. 2010. HukumAgraria, Sinar Grafika. Jakarta. Him . 3. 
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Ketentuan ini bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada 

negara agar bumi, air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya diletakan 

dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi 

selunih rakyat indonesia. 18 

Secara yuridis Undang - Undang Pokok Agraria telah menetapkan asas -

asas pokok dalam pengadaan tanah. Ketentuan hukum tanah nasional mengenai 

pemberian perlindungan kepada rakyat didasarkan pada prinsip - prinsif sebagai 

1. Penguasaan dan penggtmaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan 

apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disedlakan oleh hukum tanah 

nasional , yaitu Hak Milik, atau Hak Pakai. 

"2. Penguasaan dan penggunaan tana:h tanpa ada Jandasan haknya (!legal) 

tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU No.5 I Prp 

I 960). 

3. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandasi hak yang telah 

disediakan oleh htikum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap 

gangguan dari pihak manapun, baik sesama warga masyarakat, maupun 

oleh penguasa sekalipun. 

Sengketa pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukan bahwa 

penanganan tentang kehijakan pertanahan diindonesia be") urn dapat "berjalan sesuai 

18 Muchsin, Imam Koeswahyono. 2007. Hukum Agraria Indonesia dalam perspektif 
sejarah, PT. rafika Aditama, bandung,. Him. 26. 

19 Boedi Harsono, op, cit., Him. 4-5 
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dengan yang diharapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa 

pertanahan antara lain20 
: 

1. Administrasi pertanahan dimasa lalu yang kurang tertib. Administrasi 

pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya 

mewujudkan jaminan kepastian hukum. Penguasaan dan kepemilikan 

tanah di masa lalu terutama terhadap tanah - tanah milik adat sering 

sekali tidak didukung oleh bukti - bukti administrasi yang tertib dan 

lengkap dimana penguasaan dan pemifikan tanah yang data fisiknya 

berbeda dengan data administrasi dan data yuridisnya. 

2. Peraturan perundang - undangan yang saling timpang tindih. Pertanahan 

merupakan subsistem dari sumber daya agraria dan sumber daya alam 

yang mem-iliki ·hubungan yang sangat erat, baik da]am kaitan hLibungan 

sub sistemnya maupun dalam kaitan hubungannya dengan 

manusia!masyarakat dan negara. Kurang terpadunya peraturan perund.:mg 

- undangan dibidang sumber daya agraria dan sumber daya alam dengan 

peraturan dibidang pertananan, bahkan dalam beberapa hal terlihat 

bertentangan, sering menimbulkan konflik penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah . 

3. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten . Akibat tidak 

sinkronnya peraturan tersebut, timbul konflik kepentin gan, seningga 

sering kali hukum pertanahan kurang dapat diterapkan secara konsisten. 

Hal lni sangat mempengaruhi kualitas jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukumnya. Ditengah era Reformasi terlihat kurang adanya 

20 Rusmadi Murad. 2003. Kebijaknn Nasional Dibidang Perlanahan dan Penanganan 
Kasus tanah, Sinar Grafika, Jakarta. Him. 6-8 
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harmonisasi dalam rangka mewujudkan tuntutan reformasi, yaitu 

supremasi hukum, keterbukaan dan keberpihakan pada kepentingan 

rakyat. Dari ketiga hal tersebut, supremasi hukum kurang memperoleh 

perhafian yang seimbang dari segenap elemen bangsa. Ha-l tersebut dapat 

dilihat dari seringnya penyelesaian masalah yang lebih mengedepankan 

kekuatan, baik melalui kekuatan massa maupun pengerahan massa, 

dibandingkan menggunakan dasar peraturan yang lebih menekankan pada 

aspek Legalitas Yuiidis. 

4. Penegakan Hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. 

-Penegakan hukum merupakan bagian penting pula dari upaya untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum Khususnya untuk menghindari 

semakin merajalelanya pendudukan tanah, pemalsuan surat - surat bukti 

penguasaan tanah, penyerobotan tanah perkebunan dan sebagainya. 

Bentuk - bentuk kasus sengketa pertanahan yang terjadi selama ini sangat 

beraneka ragam. Sehubungan dengan hal tersebut , Dadang Juliantra, membagi 

beberapa bentuk sengketa tanah21 
; 

1. Pe!lgambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, 

seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur dan Jain - lain. 

Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa Barat). 

2. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan inti 

Rakyat. 

21 Dadang Juliantra. l995. Sengketa Tanah, Modal dan Transportasi, Forum LSM, 
Bandung. Him. 176. 
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3. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani Versus penggunaan 

tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional, contohnya 

Sugara di Jawa Barat, Sumbar Klampok di Bali dan Lain -lain . 

4. Perebutan tanah antara penggarap dan proyek - proyek wl sata atau 

rekreasi , seperti hotel, lapangan golf, dan lain - lain. 

Permasalahan tanah semakin kompleks setelah munculnya spekulan -

spekulan, yaitu para spekulan memberi tanah seoanyak- banyaknya tidak sekedar 

dipakai sendiri , a·kan tetapi dijadikan barang dagangan yang sebenamya na·l in·i 

bertentangan dengan semangat Undang - Undang Pokok Agraria yang 

menegaskan bahwa, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan 

dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan?2 

Dalam UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah disebutkan dalam 

Pasal 1 Ayat 2 Dan Ayat 523 
: 

" pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada p-ihak yang berhak:" 

" Hak atas tanah sebagaimana dirnaksud dalam Undang - Undang nomor 5 tahun 

1960 tentang peraturan dasar pokok - pokok agraria dan hak lain yang akan 

ditetapkan dengan Undang- Undang." 

Hal ini tentunya mudah dipahami, sebab di kota- kota besar tidak hanya 

dipusat perdagangan dan industri saja, tetapi juga semua sektor kegiatan lainnya. 

Tanah merupakan syarat utama, bahkan banyak tanah yang beralih fungsi yang 

22 VU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah. 
23/bid him. 180. 
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pihak lain?6 

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah 

negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan 

perlindungan atas hak - hak warga negara, antara lain warga negara untuk 

mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak mi1ik . 

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting 

bagi Negara, Bangsa, dan Rakyat Indonesia sebag1i masyarakat Agraria yang 

sedang membangun kearah pembangunan industri dan lain - lain.27 Akan tetapi, 

tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan 

berbagai hal, antara lain : 

1. KP,terbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat 

perubahan - perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan 

perubahan - perubahan sosial pada umumnya. 

3. Tanah disatu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat 

penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek 

spekulasi. 

26 H. Ridwan Syahrani. 2004. seluk beluk Tanah dan asas- asas hukum perdata, Alumni, 
Bandung. Him. 115. 

27 Adrian Sutendi. 2010. Peralihan Atas Tanah dan Pendaftaranrrya, Sinar Grafika, 
jakarta . Him. 1. 
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4. Tanah disatu pihak hams dipergunakan dan dimanfaatkan yang sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara 

dipihak lain harus dijaga kelestariaannya. 

A. Peocabutan Hak Atas Taoab 

Pencabutan atas tanah merupakan suatu sarana yang disediakan 

pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan 

umum, yang didalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan 

Ba~gsa dan Nagara, serta kepentingan Pembangunan dalam pasal I UU No.20 

Tahun 196 I dinyatakan bahwa; 

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, 

Maka presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar menteri 

Agraria, menteri kehakiman dan menteri yang bersangkutan dapat mencabut 

hak - hak at as tanah dan bend a - benda yang ada diatasnya. " 

Memperhatikan ketentuan pada pasal 1 UU No:20 tahun -196-1 diatas, 

maka Presiden sebelum mengeluarkan keputusan terhadap tanah yang akan 

dicabut hak - hak atasnya, terlebih dahulu mesti dilakukan suatu proses 

permohonan yang akan diajukan oleh yang berkepentingan.28 

Dalam kaitannya dengan petugas kepala lnspeksi agraria sebagai 

pelaksana proses pencabutan atas hak tanah pada tingkat daerah, maka kepala 

daerah harus menyampaikan pertimbangan kepada kepala Jnspeksi Agraria 

untuk Clisampaikan kepada menterl agraria ( Badan Pertanahan ~asional )?9 

28 Supriadi _ 20 lO. Hukum Agraria, Sinar Grafika, jakarta. Him. 68. 
29 Ibid Him. 69. 
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Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam pasal tersebut, dalam penjelasan 

umum UU No.20 Tahun 1961 dinyatakan bahwa Undang- undang ini memuat 2 

macam cara pencabutan hak, yaitu cara biasa dan cara untuk keadaan yang 

mendesak, yang memerlukan penguasaan tanah dan/ atau benda - benda yang 

bersangkutan dengan segera. Dalam penjelasan UU No. 20 tahun 1961 ditentukan 

prosedur pencabutan dengan cara biasa dilakukan dengan beberapa proses sebagai 

berikuf0
; 

• Yang berkepentingan harus mengajukan permintaan untuk melakukan 

pencabutan hak itu kepada presiden, dengan perantaran menteri agraria, 

melalui kepala Inspeksi agraria yang bersangkutan. 

• Olah kepala lnspeksi agraria diusahakan supaya permintaan itu dilengkapi 

dengan pertimbangan kepala daerah yang bersangkutan dan taksiran ganti 

kerugiannya. Taksiran ini dilakukan oleh suatu panitia penaksir, yang 

anggota - anggotanya mengangkat sumpah . Didalam pertimbangan 

tersebut dimuat pula penampungan orang - orang yang haknya akan 

dicabut itu . Demikian juga jika ada, soa l penampungan orang - orang 

yang menempati rumah atau penggarap tanah yang bersangkutan yaitu 

orang - orang karena pencabutan hak tersebut akan kehilangan tempat 

tinggal dan! atau sumber nafkahnya. 

• Kemudian permintaan itu bersama dengan pertimbangan kepala daerah 

dan taksiran ganti kerugian tersebut dilanj utkan oleh kepala Inspeksi 

agraria kepala menteri agraria, di serta i pertimbangannya pula. 

30 Ibid Him. 70. 
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• Menteri Agraria mengajukan permintaan tadi kepada Presiden untuk 

mendapatkan keputusan, disertai dengan pertimbangannya dan 

pertimbangan dengan menteri kehakiman serta menteri yang 

bersangkutan , yaitu menteri yang bidang tugasnya meliputi usaha yang 

meminta dilakukannya mencabutan hak itu . Menteri Kehakiman terutama 

akan memberikan pertimbangan dari segi hukurnnya, sedang Menteri yang 

bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta dilakukannya 

pencabutan hak itu dalam masyarakat dan apakah tanah dan/atau benda 

yang diminta itu benar- benar diperlukan secara mutlak dan tidak dapat 

diperol eh ditempat lain. 

• Penguasaan tanah dan/atau benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan 

setelah ada surat keputusan pencabutan dari Presiden dan setelah 

dilakukannya pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan Presiden serta 

diselenggarakannya penampungan orang- orang yang dimaksud ·diatas. 

B. Pembebasan Hak Atas Tanab 

Salah sa tu cara berakhirnya hak atas tanah adalah apabila terjadinya 

pembebasan hak atas tanah tersebut. Pembebasan hak atas tanah selama ini 

telah mengalami perubahan yaitu, semula diatur dengan keputusan menteri 

dalam negeri nomor 15 tahun 1974 tentang tata cara pembebasan hak atas 

tanah. Kemudian pada tahun 1993 diubah dengan dikeluarkannya Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum. 
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Dalam diktum pertimbangan mengenai keppres Nomor 55 Tahun 1993 ini 

dinyatakan bahwa : 

"Pembangunan nasional, khusus>1ya pembangunan berbagai fasilitasi 

untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu 

pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik - baiknya. Pelaksanaan 

pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah 

dalam kehidupan nianusia dan prinsip penghormatan terhadap hak - hak 

yang sah alas tanah. Dengan demikian, alas dasar pertimbangan tersebut 

pengadaan ·tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang 

seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah 

langsung dengan para pemegang hak alas tanah. " 

Bertitik tolak dengan pertimbangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan 

yaitu ; (a) pelaksanaar pengadaan atas tanah harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya; (b) dilaksanakan dengan memperhatikan peran tanah dalam 

kehidupan manusia; (c) prinsip penghormatan terhadap hak - hak yang sah 

atas tanah, diusahakan dengan cara yang seimbang; dan (d) dilaksanakan 

dengan prinsip musyawarah pada tahap pertama.31 

2.1.4. Hak Tanggungan atas Tanah 

Dalam UU No.4 Tahun 199632 Tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat (1) 

Undang - Undang Hak Tanggungan dinyatakan hak tanggungan adalah hak 

jaminan yang dibebankan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang 

31 ibid. Him. 74. 
32 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. 
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merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor- kreditor lain33
. 

Beranjak dari definisi diatas, dapat ditarik unsur pokok dari hak 

tanggungan, sebagai berikut. 

l) Hak tanggungan adalah hakjaminan untuk pelunasan utang. 

2) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang - Undang 

Pokok Agraria. 

3) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah saja), 

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda- benda lain yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah itu. 

4) Utang yang dijamin adalah suatu utang tenentu. 

5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor- kreditor yang lain. 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai definisi hak 

tanggungan tersebut, pada kesempatan ini akan diuraikan definisi mengenai 

hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal I I 62 KUHPerdata. Dalam Pasal 1162 

KUHPerdata tersebut dinyatakan bahwa : Hipotek adalah suatu hak kebendaan 

atas benda- benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi 

pelunasan suatu perikatan34
. 

33 Supriadi . 2010. Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Him. 173. 
34 Ibid, Him. 174. 
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Dengan berpatokan pada defmisi tersebut, unsur pokok yang terkandung 

didalamnya adalah : 

1) Hipotek adalah suatu Hak kebendaan. 

2) Objek hipotik adalah benda- benda tak bergerak, dan ; 

3) Untuk pelunasan suatu perikatan. 

2.1.5. Hapusnya Hak Tanggungan 

Hak tanggungan akan mengalami suatu proses berakhir, yang sama 

dengan hak - hak atas tanah yang lainnya. Ketentuan hapusnya hak tanggungan 

diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1994. 

Kemudian dalam penjelasan Pasal 18 Undang - Undang Hak Tanggungan 

dinyatakan bahwa ; 

" Sesuai dengan sifat accesoir dari hak tanggungan, adanya hak tanggungan 

tergaritung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. apabila piutang itu 

hapus karena pelunasan atau sebab - sebab lain, dengan send irinya hak 

tanggungan yang bersangkutan hapus juga. Sela in itu , pemegang hak tanggungan 

melepas hak tanggungan dan hak atas tanah dapat hapus yang mengakibatkan 

hapusnya hak tanggungan. Hak atas tanah dapat hapus antara lain karena hal -hal 

sebagaimana disebut dalam pasal 27, pasal 34, dan pasal 40 UUPA , atau 

peraturan perundang - perundangan lainnya. Dalam hal Hak Guna Bangunan dan 

Hak Pakai yang dijadikan objek hak tanggungan berakhir jangka waktu 

berlakunya dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang di ajukan 

sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, hak tanggungan dimasksud tetap 

melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan." 
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Beranjak dari ketentuan pasal 19 khususnya Hak Pakai untuk rumah 

tempat tinggal yang sedang dibebani Hak Tanggungan dan pemiliknya bermaksud 

untuk meningkatkan statusnya menjadi Hak Milik. Hal ini diatur dalam Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1996 Tantang 

Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah untuk rumah tinggal 

yang dibebani Hak Tanggungan Menjad i Hak Milik. Sehubungan dengan 

ketentuan ini , berlaku ketentuan sebagaimana disebut dibawah ini ; 

1) Perubahan hak tersebut dimohonkan oleh pemegang hak atas tanah dengan 

persetujuan dari pemegang hak tanggungan. 

2) Perubahan hak tersebut mengakibatkan hak tanggungan terhapus. 

3) Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya mendaftar hapusnya Hak 

Tanggungan yang membebani Hak Guna bangunan atau Hak pakai yang 

diubah menjadi Hak Milik , bersama dengan pendaftaran Hak Milik yang 

bersangkutan. 

4) Untuk melindungi kepentingan kreditor/Bank yang semula dijamin dengan 

Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang menjadi 

Hapus, sebelum perubahan hak didaft:ar, pemegang hak atas tanah dapat 

memberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan dengan objek Hak 

Milik yang diperolehnya sebagai perubahan dari Hak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai tersebut. 

5) Setelah perubahan hak dilakukan, pemegang hak atas tanah dapat 

membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Hak Milik yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hadir sendiri 

atau melalui SKMHT. 
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Berdasarkan ketentuan PNMAIKBPN tersebut, secara hukum hapusnya 

Hak Tanggungan adalah pada saat pendaftaran Hak Milik tersebut dilakukan. 

Oleh karena itu, sebelum perubahan hak didaftar, pemegang Hak atas tanah 

sebaiknya memberikan SKNHT dengan objek Hak milik yang diperolehnya, 

karena setelah Hak Milik didaftar, Hak Tanggungan menjadi hapus pada saat 

hapusnya Hak Tanggungan itu kreditor menjadi kreditor konkuren yang hanya 

dijamin dengan SKMHT. Namun kemudian kreditor dapat membuat APHT 

berdasarkan SKMHT itu. Hak Tanggungan lahir pada tanggal buku tanah Hak 

Tanggungan, yaitu tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara Jengkap St!rat­

surat yang diperlukan bagi pendaftarannya.35 

2.1.6. Hak Milik Atas Tanah Menu rut Undang- Undang Pokok Agraria 

Hak milik oleh Undang -Undat1g Pokok Agraria di atur dalam pasal 20 

s.d. pasal 27. Belum ada undang - undang tersendiri yang mengatur mengenai 

Hak Milik, yang memang perlu dibuat berdasarkan pasal 50 ayat (1 ). 

Pengertian. 

Dalam Undang - Undang Pokok Agraria, Pengertian Hak Milik 

dirumuskan dalam pasal 20 Undang - Undang Pokok Agraria, yakni 

(I) Hak milik adalah hak turun - temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasa I 6. 

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

35 ibid, Him. 197. 

26 



Jeffry Sutarno - Sengketa Tanah yang Terjadi dalam Masyarakat ditinjau dari Segi Hukumnya dalam Perkara...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sifat - sifat dari hak milik membedakannya dengan hak - hak lainnya. 

Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuhi "yang dapat dipunyai orang 

atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang " 

mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat" sebagaimana Hak eigendom 

menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang 

bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap - tiap hak. Kata 

- .kata " terkuat dan terpenuhi " itu bermaksud untuk membedakannya dengan 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain - lain, yaitu untuk 

menunjukan, bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak 

milik yang" ter " (artinya ; paling) kuat dan terpenuhi.36 

Hak milik mempunyai sifat turun - temurun, artinya dapat diwarisi oleh 

ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan 

jangka waktunya seperti misalnya, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. 

Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang 

mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya 

setelah ia meninggal dunia. Tanah menjadi objek hak milik (hubungan 

hukumnya) itupun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik tidak 

berganti- ganti , melainkan tetap sama.37 

Selama tidak ada pembatasan - pembatasan dari pihak penguasa, maka 

wewenang dari seorang pemilik, tidak terbebas. Seorang pemilik bebas dalam 

mempergunakan tanahnya. Pembebasan itu ada yang secara umum berlaku 

terhadap masyarakat, dan ada juga yang khusus, yaitu terhadap tanah yang 

36 Boedi Harsono, op.cit,.Hlm . 12. 
37 Boedi Harsono, (e) Undang - undang Pokok Agraria Bagian Pertama, jilid Kedua 

(Jakarta Djambatan. 1971). Him 55. 
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berdampingan, harus saling berdampingan, harus saling menghormati, tidak boleh 

memperkosa. 

Sifat dan ciri- ciri Hak Milik ;38 

1) Hak milik adalah yang terkuat (pasal 20 Undang - Undang Pokok 

Agraria) sehingga harus dida:ftarkan. 

2) Dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Pasal 20 

Undang- Undang Pokok Agraria). 

3) Dapat dialihkan kepada pihak ya!lg memenuhi syarat (Pasal 20 jo. Pasal 

26 Undang- Undang Pokok Agraria ). 

4) Dapat menjadi induk dari hak - hak atas tanah yang lain, artinya dapat 

dibebani dengan hak - hak atas tanah lain, yaitu hak guna bengunan , hak 

pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak menumpang. 

Hak milik sebaliknya tidak dapat berinduk pada hak atas tanah lainnya. 

5) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.(Pasal 25 

Undang - Undang Pokok Agraria). 

6) Dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak atas tanah.(Pasal 27 Undang 

- Undang Pokok Agraria). 

7) Dapat diwakafkan (Pasal 49 ayat (3) Undang- Undang Pokok Agraria). 

Hak milik menurut Undang - Undang Pokok Agraria adalah hak milik 

yang mempunyai fungsi sosial seperti juga semua hak atas tanah lainnya (Pasa l 6 

Undang - Undang Pokok Agraria) sehingga hal ini mengandung arti bahwa hak 

milik atas tanah tersebut disamping hanya memberi manfaat bagi pemiliknya, 

38 ibid. him . 54. 
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harus diusahakan pula agar sedapat mungkin dapat bermanfaat bagi orang lain 

atau kepentingan umum bila keadaan memang memerlukan. Penggunaan hak 

milik tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.39 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah antar individu atau 

masyarakat dengan badan hukum. Yang disengketakan beraneka ragam, baik 

yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan 

hukum yang dilakukan atas tanah. 

Sengketa data fisik atau bidang tanah dapat mengenai letaknya, batas atau 

luasnya. Sedangkan sengketa data yuridis lebih condong mengenai status hukum 

(hak atas tanahnya), pemegang haknya, atau hak - hak pihak lain yang mungkin 

membebaninya. 

Sengketa tentang perbuatan hukurn dapat berupa perbuatan hukum yang 

menciptakan haknya, pembebanan haknya dengan hak atas tanah yang lain atau 

hak tanggungan dalam hal bidang tanah yang bersangkutan dijadikan jaminan 

kredit, pemindahan haknya, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, 

pembebasan hak dalam hal bidang tanah tersebut diperlukan pihak lain dimana 

hal itu tidak dapat diperoleh dengan pemindahan hak, pembatalan hak, 

pencabutan hak serta pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.40 

39 Adrian Sutendi, op.cit. Him. 62. 
40 Boedi Harsoso, Sengketa - sengke1a Tanah Dewasa Jni, Akar Permasalahan dan 

Penanggulanagnya, Makalah yang disampaikan dalam "Seminar Sengkela Tanah, Permasalahan 
dan Penyelesaiannya" yang diselenggarakan oleh Sigma Research Institute Conferences di Jakarta 
tanggal 20 Agustus 2003. 
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Timbulnya hak sengketa atas tanah dapat menjadi karena adanya gugatan 

dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan 

hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat. Adapun materi 

gugatan dapat berupa tuntutan akan adanya kepastian hukum mengenai siapa 

yang berhak atas tanah, status tanah, bukti - bukti yang menjadi dasar pemberian 

hak, dan sebagainya . 

Sengketa perdata atas tanah dapat pula terjadi .akibat perjanjian pengalihan 

hak atas tanah, misalnya dengan perjanjian jual beli, sewa - menyewa, pewarisan 

dan sebagainya. 

Apabila perj anjian jual beli tanah di sertai dengan alokasi kredit/pinjaman 

maka masalah hak tanggungan menjadi salah satu faktor tambahan yang juga 

berpotensi men irnbulkan konflik. Pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu 

tertunda sama sekali akan menyebabkan pengambilalihan hak atas tanah milik 

debitur oleh kreditur. 

Gugatan Perdata Sengketa Tanah di Pengadilan Umum. 

Dalam perk ara ini berlaku ketentuan - ketentuan perdata seperti 

KUHPerdata4 1 dan ketentuan lain diluamya, seperti Undang - Undang Pokok 

Agraria. 

Tu gas da n kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, 

merneriksa, rn engadili , serta menyelesaikan sengketa diantara pihak yang 

berperkara . Subjek sengketa diatur sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No.l4 Tahun 1970 

yang diubah rn enjadi UU No.35 Tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16 ayat (l) 

UU No.4 Tahun 2004. 

4 1 M.Yahya Harahap. 2002. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta . Him . 130. 
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Dalam menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan umum digunakan 

hukum acara perdata yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan 

hukum perdata materiil.42 

lhwal hukum acara perdata, Wirjono Projodikoro menyatakan ; 

" Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat 

cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana 

pengadilan itu ha.rus bertindak; satu sama lain untuk melaksanakan peraturan -

peraturan hukum perdata.43 

Land Reform dalam arti sempit menurut Boedi Harsono adalah 

serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Dari ketiga 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Land Reform merupakan sebuah 

kebijakan pertanahan yang kegiatann/ a meliputi perombakan kepemilikan dan 

penguasaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan 

tanah tersebut. Didalam Land Reform terkandung unsur- unsur sebaga i berikut; 

• Adanya pembagian tanah dan perombakan sistem persewaan tanah. 

• Merupakan upaya memberikan pemerataan dalam penghasilan dan 

kekayaan . 

• Merupakan upaya untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui 

suatu implementasi dari peraturan pemerintah serta aktivitas legal dari 

program umum.44 

42 Ibid. ,. Him. 32. 
43 Wirjono Projodikoro. 1984. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung. 

Him. 13. 
44 Boedi Harsono. 2003. Hukwn Agraria Indonesia, jilit I Hukum Tanah, Djambatan, 

Jakarta. Him. 370. 
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Sengketa tanah yang timbul karena penggarapan tanah oleh rakyat 

umumnya terjadi atas tanah - tanah bekas hak barat/eigendom yang berupa lahan 

kosong. Kadangkala, penggarap - penggarap tersebut bekerja sama dengan 

pejabat - pejabat setempat untuk memberikan keterangan tentang keberadaan 

penggarap tersebut diatas tanah tersebut dimana surat keterangan tersebut 

diterbitkan oleh lurah dan cemat yang dilanjutkan untuk mengurus pembayaran 

PBB atas tanah tersebut. Menurut Maria S.W. Sumardjono, peta permasalahan 

tanah dapat dikelompokan menjadi : 

a. Masalah penggaratJan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, 

proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya; 

b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Land Reform . 

. c. Ekses - ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan. 

d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanab. 

e. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. 

Sedangkan ditinjau dari sisi yuridis praktis, masalah pertanahan yang 

dapat disengketakan sebagai berikut ; 

a. Sengketa mengenai bidang tanah yang mana yang dimaksudkan. 

b. Sengketa mengenai batas - batas bidang tanah. 

c. Sengketa mengenai luas bidang tanah . 

d. Sengketa mengenai status tanahnya (tanah negara atau tanah hak) . 

e. Sengketa mengenai pemegang bak atas tanab. 

f. Sengketa mengenai hak yang membebani. 

g. Sengketa mengenai pemindahan hak atas tanah. 
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h. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapan Juas tanah untuk 

keperluan proyek pemerintah/swasta. 

1. Sengketa mengenai pelepasan/pembebasan hak atas tanah . 

J. Sengketa mengenai pengosongan tanah . 

k. Sengketa mengenai pemberian ganti rugi, pesangon atau imbalan lainya. 

I. Sengketa mengenai pembatalan hak atas tanah. 

m. Sengketa mengenai pencabutan hak atas tanah. 

n. Sengketa mengenai pemberian hak atas tanah. 

o. Sengketa mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah. 

p. Sengketa mengenai alat- alat pembuktian atas keberadaan hak atas tanah 

atau perbuatan hukum yang dilakukan, dan lain sebagainya.45 

Konsepsi hukum pertanahan di Indonesia pada prinsifnya bersumber pada 

naskah Proklamasi dan UUD 1945.46 Dari naskah Proklamasi maupun Pembukaan 

UUD 1945 itu jugalah dapat diambil inti sari dari pokok - pokok pikiran sebagai 

berikut; 

1. Pemerintah indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan 

tumpah darah indonesia. 

2. Pemerintah indonesia berkewajiban untuk mengajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia, serta ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

3. Kemerdekaan bangsa Indonesia harus disusun da lam suatu Undang -

Undang Dasar. 

45 Boedi Harsono, op.cil. him. 183 - 184. 
46 Undang - Undang Dasar 1945. 
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4. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang 

didasarkan pada kelima sila dari Pancasila. 

Kebijakan nasional di bidang pertanahan tentang penguasaan dan penataan 

tanah oleh negara darahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, penguasaan tanah oleh negara harus sesuai 

dengan tujuan pemanfaatannya dan perlu memperhatikan kepentingan masyarakat 

luas serta tidak menimbulkan sengketa tanah. 

2.3. Hipotesa 

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat 

sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan I pembahasan skripsi. Artinya 

harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran yang ada akhirnya dapat 

ditarik suatu kesimpul an. 

Karena kecludukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, 

maka dalam pembahasan tidaklah se lalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung 

dari pada objaktifitas atau fakta yang ada. 

Dari uraian cliatas yang menjacli hipotesa penulis adalah sebagai berikut ; 

1. Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan puh1san terhadap sengketa tanah Di 

Pengadilan Negeri karena hakim memiliki kewajiban seperti membacakan 

putusan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum, memeriksa persiapan 

untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, menanyakan identitas saksi -

saksi , mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak 
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langsung atas suatu sengketa dan menjaga supaya tata tertib dalam 

persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintahnya dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Kendalanya dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri ialah : 

• Mengenai pemeriksaan setempat, tidak dilakukannya pemeriksaan dalam 

waktu persidangan pada objek tanah. 

• Pengunduran sidang dis~babkan ketidakhadiran para pihak yang dipanggil 

untuk persidangan dan kurangnya para pihak yang digugat. 

• Adanya perlawanan secara hukum dari para pihak atau Verzeet. 

• Putusan - Putusan yang saling bertentangan sehingga memerlukan banyak 

waktu yang cukup panjang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan impiris 

yang semata - mata digunakan untuk memperoleh data - data yang Iengkap 

sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis 

penulisan adalah sebagai berikut; 

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). 

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan 

penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku - buku karangan para 

sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan). 

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan 

yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang di 

peroieh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan analisis di Pengadilan 

Negari Medan untuk memperoleh keterangan dan memperoleh data Putusan No. 

531/Pdt.G/201 3/PN.Mdn yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi 

bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. 
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3.1.2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, 

memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada. 

~.1.3. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan 

Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh hasi l keterangan dan 

putusan No. 531/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang kemudian di gunakan untuk 

melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penulisan skripsi ini. 

3.1.4. Waktu Penelitian 

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penuli s membutuhkan 

waktu mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan dirangkum sebaga i 

berikut: 

Waktu/bulan 

No Kegiatan ··: - Maret April 

1 2 3 4 I 2 3 4 

1. Perencanaan Dan Penyusunan 

'.· 
Proposal Skripsi. ..J 

2. Seminar Proposal Skripsi ..J 

3. Perbaikan Proposal Skripsi ..J 

4. Penyusunan Skripsi ..J 

5. Pengambilan Data Putusan No. 

531/Pdt.G/2013/PN.Mdn di ..J 

Pengadilan Negeri Medan 
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3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada 

khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui ; 

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu 

melalui observasi dari lapangan, maupun pengambilan data yang Berupa Putusan 

semua itu didapatkan langsung dari Pengadilan Negeri ataupun pihak terkait 

dengan penelitian. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen - dokumen resmi, 

buku - buku (sumber bacaan). Hasil - hasi l penelitian yang berwujud laporan, 

buku harian dan seterusnya. Adapun data sekunder dalam penulisan ini adalah 

sumber bacaan berupa buku - buku karangan para sarjana, ahli hukum dan 

akademisi yang bersifat ilmiah serta data putusan No.531/Pdt.G/2013/PN-Mdn di 

Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan Masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini . 

3.2.3. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam 

penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta 

ensikloped ia. 
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3.3. Analisis Data 

Setelah data data telah terkumpul diolah dengan cara 

mengimplementasikan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Karena 

datanya merupakan kajian yang bersifat teoritis mengenai konseps i, norma atau 

kaedah hukum dan pendapat para ahli hukum . Maka analisis data yang dilakukan 

dengan cara normatif, kualitatif. Artinya penulis menggambarkan keadaan yang 

ada dengan berdasarkan data - data yang diperoleh melalui studi pustaka (Library 

research) kemudian data dianalisis dengan dihubungkan pendapat para ahli dan 

teori yang mendukung dalam melakukan pembahasan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan secara indukatif yang penarikan kesimpulan dari hal - hal yang 

bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum. 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Prinsip penting yang harus dipegang oleh 

negara hukum dan terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka. Arti merdeka di sini adalah bebas dari pengaruh kekuasaan lain saat 

menyelenggaraan peradilan guna Dalam Menjatuhkan suatu putusan terhadap 

sengketa tanah dan menegakk~n keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. 

Agar itu terwujud perlu pengaturan susunan, kekuasaan, serta lingkungan 

Peradilan Umum. Yang terakhir ini dasarnya adalah UU No. 2 Tahun 1986 

Tentang _Peradilan Umum. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 Rbg dan 

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta 

·peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan. 

2. Hambatan atau kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah yaitu dalam 

hambatan pelaksanaan ( Eksekusi ). Putusan Pengadilan Negeri yang bersifat 

Kondematoir artinya dalam amar putusan terdapat perintah penghukuman 

terhadap tergugat untuk melaksanakan suatu perbuatan. Setiap putusan bersifat 

Kondematoir, dengan sendirinya mempunyai kekuatan Eksekotorial, yaitu dapat 

dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum. Seperti setiap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatam hukum tetap telah melekat 

kekuatan eksekutorial , eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh 
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kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, yang dapat menunda 

pelaksanaan eksekusi adalah perdamaian. 

5.2. Saran 

1. Dalam Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

penyelesaian sengketa tanah semestinya melalui musyawarah masyarakat 

mufakat saja, yang Jebih dikenal dan telah berakar didal~m masyarakat 

Indonesia sebagai bentuk penyelesaian yang telah hidup dan dihormati 

dalam pergaulan antar sosial , pertimbangan penyelesaian sengketa tanah 

dalam masyarakat melalui musyawarah dan mufakat lebih ditekankan 

kepada untuk menjaga keharmonisan kelompok atau persatuan dan kesatuan 

bangsa, penyelesaian sengketa ini memiliki ragam bentuk misalkan mediasi 

dipandang lebih efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat 

memuaskan para pihak. 

2. Eksekusi harus dijalankan dengan benar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 

1960 Tentang Undang - Undang Pokok Agraria agar tidak terjadi kendala 

atau hambatan dalam eksekusi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi 

didalam masyarakat. 
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